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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya ketetapan prosedur kegiatan sehingga belum adanya standarisari yang dijadikan pedoman dalam memberikan informasi yang baik ke dalam MIP. Jumlah tempat penyimpanan data itu sendiri masih kurang sehingga data yang diperoleh tidak tersusun dengan rapi dan beberapa instansi masih belum memahami tentang MIP.
2. Ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 sudah tersedia  baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disebabkan karena Di Kabupaten Bekasi belum memiliki lembaga khusus seperti KPDE yang mengelola penerapan e-Government.
3. Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 sudah cukup baik. namun yang menjadi kendala adalah dalam melakukan komunikasi melalui jaringan komputer sebagai salah satu sarana untuk lebih memudahkan dalam memberikan data. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan jumlah aparatur di setiap instansi yang dapat menggunakan jaringan komputer masih terbatas. Selain itu belum adanya petunjuk teknis dalam penggunaaan jaringan komputer tersebut sehingga terkadang menyulitkan aparaturnya sendiri.
4. Ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 belum cukup memadai hal dikarenakan jumlah aparatur yang ada di bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang khusus mengelola MIP tidak mencukupi selain itu jumlah aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dalam berbagi informasi antar instansi masih terbatas.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Namun yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya divisi pemeliharaan sarana teknologi itu sendiri. Selain itu, jumlah komputer yang telah ada seperti spesifikasi dan software-softwarenya perlu ditingkatkan agar penerapan e-Government melalui MIP baik lagi.
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008. disimpulkan bahwa strategi pemikiran seorang pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government  melalui MIP di Kabupaten Bekasi sudah cukup memadai dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi.
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 hendaknya membentuk sebuah lembaga yang mengelola secara khusus tentang penerapan e-Government sehingga dapat membentuk ketetapan prosedur kegiatan dalam penerapan e-Government melalui MIP. Selain itu dengan adanya lembaga tersebut proses sosialisasi tentang MIP akan lebih terperinci.
2. Ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat  peraturan secara teknis tentang pelaksanaan penerapan e-Government khususnya  MIP di Kabupaten Bekasi guna menjamin ketersediaan dasar hukum.dengan adanya peraturan secara teknik dalam proses pengolahan data menjadi informasi kedalam MIP tidak akan mengalami kesulitan.
3. Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 sudah cukup baik Namun hendaknya lebih sering memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi melalui jaringan komputer. 
4. Ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 kurang memadai seharusnya dengan ditambah jumlah aparatur yang sesuai dengan yang dibutuhkan yang dapat mengolah data menjadi informasi ke dalam MIP. selain itu sebaiknya membentuk sebuah  Lembaga yang secara Khusus menangani penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi sehingga lebih memudahkan dalam menjalankan tugas karena sesuai dengan tugas dan fungsinya lembaga tersebut.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Walaupun ketersediaan sarana teknologi sudah mencukupi, hendaknya lebih menekankan pada pemeliharaannya. Dengan demikian maka saran teknologi yang sudah ada dapat digunakan sebagaimana mestinya. dilakukan dengan meng up-date dan memelihara komputer tersebut secara berkala, oleh teknisi untuk mengantisipasi kerusakan yang parah. 
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Jika dilihat pemikiran seorang pemimpin tersebut sudah cukup memadai namun hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik pengetahuan pemimpin tersebut maupun keahlian dalam bidang e-Government khususnya MIP sehingga akan lebih memotifasi para aparaturnya dalam melaksanakan tugas.
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